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Nomor : 15 Seri:D

PERATURAN -DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT BOGOR
NOMOR - 3 TAHUN - 1998
TENTANG

ORGANISAST DAN TaTa KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C CTawz
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT TIT BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YaNg MOHA ESA

BUPATTI KEPALA DAERAH TINGKAT IT BOGOR,

Mernimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Ka-—
bupaten Daarah Tingkat TT Bogor Mo-—
mor 2 Tahun 1998 telah dibantuk Buy-
mah Sakit Umum Dazrah Xelas C Ciawi
pada Dinas Kesshatan Kabupaten Da-
&rah Tingkat T7 Rogor:

B

5. bahwa bardasarkan Keputusan Manteri
Dalam Negeri Nomar 22 Tahun 1934
tantang Padoman Oraaniaasi “an Tata
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Kerja Rumah Sakit Umum Dasaral . maka
perlu menetapkan Organisasi dan Ta-—
ta Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Kelas C Ciawi pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Daerah Tingkat TI Bagor:;

e
o

bahwa berdasarkan pertimbangan pada
huruf a dan b tersebut di atas,
perlu diatur Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ke-—
las C Ciawi pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Daerah Tingkat IT Bogor
vang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Undang—undang Namor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Daarah Kabupa-
ten dalam Lingkungan Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 8);

Undang—undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan
D1 Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38.
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037)-'

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negaira Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041);
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Undang—-undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Re-
publlk Indonesia Nomor 3495):

Peratdran Pemeriniah Nomar 7 Tahun
1987 tentang Penverahan Sebagian
Urusan Pemerintahan dalam Bidang
Kesehatan kepada Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3347)77

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun
1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lem-—
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lem-—
Lembaran Negara Republlk Indaonesia
Nomor 3373):

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1992 tentang Penyvelenggaraan Otono-
mi Daerah dengan Titik Rerat pada
Daerah Tingkat IT {(Lembaran Nagara
Republik Tndonesiza Tzhun 1992 Nomar
77, Tambahan Lembaran Negara Repub-—
1ik Indonesia Nomor 3487):

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun
1991 tentang Unit Swadana dan Tata
Cara Pengelolaan Keuangan;
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Keputusan HManteri Kezehatan Nomor
51 /MENKES/ SK/T1/1979 tentang Pens-
ta t &

pan Kelas Rumah Sakit Pemarintah;

XKeputusan Bersama Menteri Kesehatan
dan Menteri Dalam Negeri HNomor 48/
MENKES/SKB/IT/1988 dan Nomor 10 Ta-
hun 1988 tentang Petunjuk Pelaksa-

-naan Peraturan Pemerintzah Nomor 7

Tahun 1987 tentang Penverahan Seba-
gian Urusan Pemerintahan dalam Ri-
dang Kesehatan kepada Daerah;

Keputusan Menteri Negara Pendavagu-

naan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun
1990 tentang Pedoman dan Proses
Fambentukan atau Penyvempurnaan Ke-—
lembagaan di Lingkungan Instansi
Pemerintah Pusat, Parwakilan Repub-
1ik Indonesia di Luar Negeri dan
Pemerintah di Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Négeri No-
mor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman
Organisasi Dinas-Dinas Daerah;

Keputusan Menteri Kesshatan Rapub-
1ik Indonesia Nomor 983 /MENKES /SK/
11/92 Tahun 1992 tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No-
mor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Da-
erah Perubahan:. .
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Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengun-—
dangan Peraturan Daerah dan atau
Keputusan Kepala Daerah Lewat
Tenggang Waktu Pengesahan;

Keputusan Menteri Dalam wNegeri No-
mor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Dinas
¥esehatan Dzerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Wo-
mor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah:

Keputusan Merteri Negaira Pendayagu—
naan Aparatur Negara Nomor 106
Tahun 1994 tentang Padoman Organi-
sasi Unit Pelaksana Teknis, Unit
Pelaksana Daerah dan Unit Pp]aksana
Teknis Daerah:

Surat Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor O0O09-D/MENKES/I/1993 tentang
Persetujuan Kelas Rumah Sakit Umum
Dasrah Ciawi milik Pemerintah Da—
erah Tingkat IT Rogor;

Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 199¢ tentang Petuniuk
Palaksanaan Keputusan Menteri Dalam
Nagerl Nomor 21 Tahun 1924, HNomor
22 Tahun 1994 dan Nomor “3 Tahun
1994 -
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usan Gubernur Xepala Daerah
I Jawa Barat Nomor 28 Tahun
> tentang Pedoman Pembentukan
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IT d1 Lingkungan Pemarintah Prooln~
s1 Daerah Tingkat T Jawa Barat:

22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat IT1 Bogor Nomor I/ Ps. 003/
DPRD/1977 tentang Tata Cara Membuat
Peraturan Daerah dan Menerbitkan
Lembaran Daerah;

23_ Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor Nomor VT/DPRD/
KS.023. 2/VTI/1C79 tentang Pemben-—
tukan Dinas Kesehatan Kabupaten
Baerah Tingkat IT Bogor;

24_ Peraturan Daerah Kabupzaten Daerah
Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahyn 1998
tentanc Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah
Tlnokat 1T Bogoi-;

Dengan Persetujuan
D2wan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat TI Bogor

MEMUTUSKSE AN

Menaetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT 71 BOGOR TENTANG ORGANISASI
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DAN TATA KERJA RUMAH SaKIT UMUM
DAERAH KELAS C CIAWI PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT
BOGOR.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal i

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimak-
sud dengan -

a.

o

[

w

Daerah adalah Kabupaten Daerah
Tingkat IT Bogor;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat IT Bogor;

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati
Kepala Daerah Tingkat I1 Bogar;:

Peraturan Daerah adalah Peraturan
Daarah Kabupaten Dasrah Tingkat TI
Bogor;

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupa-
ten Daerah Tingkat 11 Bogor:

Dinas adalah ¥Xepala Dinas

Lan Kabupatan Daesrah Tingkat

Fumah Sakit Umum Dasrah | selanjufnva
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isebut RSUD adalah Unit Pelaksans
sknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah
Kelas C Ciawi pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Daerah Tingkat 17T Bogor:

Direktur adalah Direktur Rumah Sa-
kit Umum Daerah Kelas C Ciawi pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah
Tingkat TII Bogor:

Pelayanan Medis Spesizlistik Dasar
adalah pelayanan medis spesia’istik
penyakit dalam, kebidanan dan penva-
kit kandungan, bedah dan kesehatan
anak;

Pelayanan medis spesialistik luas

‘adalah pelayanan medis spesialistik

dasar ditambah 'dengan pelavanan
spesialistik telinga, hidung dan
tenggorokan (THT), mata, svaraf.
jiwa, kulit dan kelamin, jantung,
paru, radiologi; anestesi, rehabili
tasi medis, patologi klinis, patolo-
gl anatomi dan pelavanan spesi-
alistik lain sesuai dengan kebu-
tuhan. ST

o
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BAB IT
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGST
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2
1) RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas pada Dinas Kesshatan Kabupaten
Daesrah Tingkat II Bogor di bidang

pelayanan kesehatan:

2) RSUD dipimpin aleh Kepala vang
disebut Direktur, secara taktis ope-

e rasional berada dibawah dan ber—

tanggungjawab kepada Rupati Kepala
Daerah dan secara teknis fungsional
berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok
Pasal &

RSUD mempunval tugas Paokok

a. Malaksanakan

UDaYA

dan berhasilguna dengas



envembuhan dan pemulihan

nakan secara serasi da Le
padu dengan upayva peningkatan dan
an

an serta melaksanakan upava

Y
3'

b. Melaksanakan tugas pembantuan vang
ditugaskan kepada Pemarintah Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas pokok
tar=sebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah
ini, RSUD mempunyai fungsi -

a. penyelenggaraan pelayanan medis:

b. penyvelenggaraan pelayanan penunjang
medis dan non-inedis;

C. penyvelenggaraan pelavanan dan asuhan
keperawatan:

d. penvelenggaraan palavanan ruiukan;

€. penvelenggaraan pendidikan dan Dala-—
Llhan'

f. penvelenggaraan penelitian dan
pengembangan;



a.

penvelenggaraan administrasi umum
dan keunangan._

BaB ITT
ORGANISAST
Bagian Pertama
Unsur—unsur Organisasi

Pasal 5

RSUD terdiri dari unsur—-unsur -

a.

o)X

0]

~h

Pimpinan adalah Direktur dan Wakil
O rektur;

RS

g
Pambantu Pimpinan d4i bidang adminis—
trasi umum adalah Sub Bagian Kesek-
retariatan dan Rekam Medis:

Pembantu Pimpinan di bidang ksuangan
adalah Sub Bagian Xeuangan dan Pe-
nvusunan Program;

Pelaksana adalah Seksi, Instalasi,
Komite Medis, dan Staf Medis Fung-
sional; .

Satuan Pangawasan Intern:

Dzwan Penvantun.



7N

St

(
)
{

Bagian Kedusa
Susunan Organisasi

Pasal &

Susunan Organisasi RSUD adalah
sebagail barikut -

Direktur:

Wakil Direktur;

Seksi Pelayvanan, membawahkan -

1.

Sub Seksi Pengawasan dan Pe-—
ngendalian Pasien:

Sub Seksl Pengawasan Fasilitas
Medis dan Penunjang Medis:

Sub Seksi Perencanaan XKebu-—
tuhan Medis dan Penunjang
Maedis.

Seksi Keperawatan, membawahkan -

N
'

(N

Sub Seksi Asuhan Keperawatan;
Sub Seksi Etika dan Mutu
Keperawatan;

Sub ' Seksi Pendidikan, Pela-
tihan dan Penvuluhan.
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Sub BRagian Kesekretariatan dan

Rekam mMedis membawahkan

1.
2.
3.
4.

Urusan
Urusan

Kepegawaian;
Rumah Tangga;

Urusan Umum;

Urusan
Medis.

Perancanaan dan

Rekam

Sub Bagian Keuangan dan Program,

membawahkan

1. Urusan

2. Urusan

3. Urusan
S1;

4_ Urusan

Instalasi

O D~ Oy U NN

SRRV

Instalasi
Instalasi
Instalasi
Instalasi
Instalasi
Instalasi
Instalasi
Tnstalasi
Instalasi
Instalasi
Rumah Sal

‘

Instalasa
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Verifikasi

Gauviat

R

terdiri dari

Rawat
Rawat

Badah
Perawatan
Radiclogi;
Farmasi;
Patologl;

4‘—. -
Rzhabilitasi
Para

Badah Khusuy

Penvusunan Program;
Penvusunan anggaran;
dan Akuntan-—

Perbandaharaan.

Jalan:

Inap;
Daruirat;
Santral;
Intensif:

Madis;

1
rawatan Jenazah:
ws
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Medizs dan Staft #Medis
3

1. Satuan Pengawasan Intern;
J. Dewan Penvantun.

Bagan Struktur Organisasi RSUD
sebagaimana tercantum dalam Lampir—
an, merupakan bagian vyang tidak
terolsahkan dari Peraturan Daerah
ini.

BAB 1V

BIDANG TUuGAS UNSU%;UNSUR ORGANTSAST

Paragraf 1
Direktur
Pasal 7

Direktur mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasikan, menga-—
wasi dan mengendalikan seluruh ke-
giatan RSUD dalam membantu tugas
Dinas di bidang pelavanan kesehatan
dan tugas pembantuan vang ditugaskan
kepada Pemerlntah Daerah.

Wakil Dlrektur mempunyal tugas pokok
membantu Direktur dalam melaksanakan
tugas pokoknya dan mengendalikan ke-—
giatan intern Dinas.
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Paragraft 2
Seksi Pslavanan
Pasal 8

Seksi Pelayanan mempunval tugas pokaok
mengkoordinasikan semua kebutuhan pe-

-layanan medis dan penunjang medis, me-—

N

lakukan pemantauvan, pengawasan penggu—
naan fasilitas pelava.an medis dan
penunjang medis, melakukan pengawasan,
pengendalian, penerimaan serta pemu-—
langan pasien.

Pasal <

pai
[

Untuk menvelenggarakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada pasal 8
tersebut di atas, Ssksi Pelayanan
mempunyai fungsi -

a. pelaksanaan pengawasan serta pea-
ngendalian penerimaan dan psmu-—
langan pasian:

b. pelaksanaan pemantauan dan penga-—
wasan penggunaan fasilitas serta
kegiatan pslavanan medis dan pe-
nunjang madis

X

¢}

. pengxoordinasian selur
tuban peslavanan madis dan non me-
dis.
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Seksi Pelavanan membawahkan -

[

- Sub Seksi Pengawasan dan pengen-—
dalian Pasien;
2. Sub Seksil Pengawasan Fasilitas
Medis dan Penunjang Medis;
3. Sub Seksi Perencanaan Kebutuhan
Medis dan Penunjang Medis.

Pasal 10

Sub Seksi Pengawasan dan Pengenda-
1ian Pasien mempunyai tugas menviap-—
kan bahan penyusunan petunjuk teknis
pengawasan; pengendalian, penerimaan
dan pemulangan pasien.

Sub Seksi Pengawasan Fasilitas Medis
dan Penunjang Medis mempunvai tugas
menylapkan bahan penyusunan petunjuk
teknis pengawasan falisitas medis
dan penunjang medis.

Sub Seksi Perancanaan Kebutuhan Me-—
dis dan Penunjang Medis mempunyai
tugas menyiapkan bahan perencanaan
kebutuhan medis dan penunjang medis.
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(1) Seksi Keperawatan mempunvai fungsi -

TN

-17-
Paragraf 3

Seksi Keperawatan
Pasal 11

Seksi Keperawatan mempunvyai tugas pokok
melaksanakan bimbingan pelaksana asu-
han, pelavanan keperawatan, eastika ‘dan
mutu kaperawater serta kegiatan pandi-
dikan, pelatihan dan penvuluhan kese-
hatan.

Basal 1?2

b

5

a. penyusunan rancana, diagnosfgf
paenyvelanggaraan bimbingan sarta
pelaksanaan dan asvaluasi dibidang
asuhan kepsrawatan;

b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian peslavanan kepe-
rawatan, etika dan mutu kepera-—
watan;

c. perencanaan panvealanggaraan bpen-—
didikan dan pela an serta pe-
nvuluhan dibidang kepsrawatan.
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1. Sub Saksi Asuhan Kepsrawatan:
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1ika dan Mutu Kepara-—

Sub S=ksi Pendidikan dan Pela-
tihan sarta Panvuluhan.

Pasal 13

1) Sub Seksi Asuhan Keperawatan mempu—
nyal tugas menviapkan bahan penyu-
sunan petunljuk teknis pengendalian
bimbingan pelaksana asuhan.

2) Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan
mempunyai tugas menviapkan bahan
penyvusunan petunjuk teknis pembi-
naan, pengawasan dan pengendalian
pelayarnan keperawatan, etika dan
mutyu keperawatan.

2) Sub Seksi Pendidikan dan Pelatihan
dan Penvuluhan mempunyvail tugas me-
nyiapkan bahan pembinaan dan penve-—
lenggaraan pendidikan dan pelatihan
serta penvuluhan perawatan keseha-
tan. '

Paragraf 4

Sub Bagian Kesekretariatan
dan Rekam Medis

Pasal 14

Sub  Bagian Kesekretariatan dan Rekam
Medis mempunyai tugas menokoordznaQA
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kan pelaksanaan pangelolaan urusan
umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, in-—
formasi dan pe=laporan, serta perenca-—
naan dan rekam medis.

Pasal 15

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok

~~
[AN]
St

sebagaimana dimaksud pada Pasal 14
tersebut di atas, Sub Bagian Keszk-
retariatan dan Rekam Medis mempunvai
fungsi :

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian
urusan umum;

b. pelaksanaan dan pegkoordinasian
urusan kepesgawaian;

c. pelaksanaan dan pengkoairdinasian
urusan rumah tangga;

d. pelaksanaan dan pengkoordinasian
uyrusan perencanaan dan rekam
medis.

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam
Medis membawahkan -

. Urusan Umum
Urusan 2

dan Rakam
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Pasal 16

1) Urusan Umum mempunyai tugas malaksa-
nakan pengelolaan urusan surat me-
nvurat, pengetikan, penggandaan,
kearsipan, pengelolaan dan pemeli-
haraanr kendaraan, kebarsihan kan-
tor/lingkungan RSUD, keprotokolan
dan hubungan masyarakat.

2) Urusan Kepegawaian mempunyal tugas
melaksanakan pengelolaan administra-—
si kepegawaian.

3) Urusan Rumah Tangga mempunyal tugas
melaksanakan pengelolaan administra-

si paralatan dan..perlengkapan kan-

tor.

4) Urusan Perencanaan dan Rekam Medis
mempunyal tugas*melaksanakan peren—
canaan serta pengelolaan, pelayanan

rekam medis dan pelaporan RSUD.
‘ParagrafWS
Sub Bagian Kéuégéé;-daﬁ Prdgram-
Pasal 17_
Sub Bagian Keuangah déh Program mempun-—

vai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan
urusan penvusunan program, penyusunan



anggaran, pengelolaan keuangan, per-—
tanggung—Jjawaban keuangan RSUD.

Pasal 18

{1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok

”~

sebagaimana dimaksud pada Pasal 18
tersebut di atas. Sub B8agian Ke-
uvangan dan Program mempunval
fungsi -

a. pelaksanaan dan pengkcordinasian
penvusunan program RSUD;

b. pelaksanaan dan pengkoordinasian
penfvusunan anggar. N RSUD;

c. pelaksanzaan s=rta pengkcordina-
sian kegiatan verifikasi dan
. pengauditan keuangan RSUD;

d. pelaksanaan dan pengkoordinasian
pengadministrasian dan onertang-
gungjawaban ksuangan RSUD.

Sub Bagian KXeuangan dan Program
membawahkan :

- Urusan Penvus
Urusan Panvusunan ANggaran;
Urusan Yerifi

. Urusan Perbendanaraan.

b

PN NS B
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Pasal 19

Urusan Penvusunan Program mempunyasl
tugas menyiapkan bahan penyusunan
program RSUD.

Urusan Penyusunan Anggaran mempunyal
tugas manyiapkan bahan penyusunan
anggaran RSUD.

Urusan Verifikasi dan Akuntansil mem-—
punval tugas melaksanakan kegiatan
verifikasi dan pengauditan keuangan
RSUD ; :

Urusan Perbendaharaan mempunyai tu-
gas melaksanakan pengalolaan admi-—
nistrasi dan pertanggungjawaban ke-
uvangan RSUD.

Paragrat &

I nstalasai

Pasal 20

Instalasi merupakan fasilitas penye-
lenggara pelayanan medis, pelayanan
penunjang medis, kegiatan peneli-
tian, pengembangan pendidikan, pe-
latihan dan pemeliharaan sarana
RSUD .

Instalasi dipimpin oleh seorang
Kepala dalam jabatan non struktural.
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3) Instalasi adalah unsur pelaksana
yang berada dibawah dan bertanggung
Jawab kepada Direktur.

4) Perubahan, pengurangan dan panamba-—
han instalasi ditetapkan oleh Direk-
tur sesuai xetentuan vang berlaku.

Instalasi Rawat Jalan
Pasal 21

Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas
melakukan diagnosi§  pengobatan, pera-
watan, pencegahan,  peningkatan, dan
penalitian untuk penderita ramat jalan,
serta melaksanakan kegiatan rujukan
kasehatan. - o

Instalasi Rawat Inap
Pasal 22
Instalasi Rawat Tnap mempunyal tugas
melaksanakan perawatan inap, termasuk
diagnosis, pengobatan, perawatan, dan
pencegahan akibat penvakit.
Tnstalasi Gawat Darurat
Pasal 23
Tnstalasi Gawat Darurat mempunvai t

U
malaksanakan pelayvanan darurat med
fermasuk diagnosis, pangobatan, pera

b



tan, pencegahan akibat penvakit sertez
peningkatan dan pemeliharaan kesehatan.

Trnstalasi Bedah Sentral
Pasal 24

Instaiasi Bedah Sentral mempunvai tugas
melaksanakan diagnosis, pengobatan, pe-
rawatan, pencegahan akibat penvakit dan
veningkatan pemulihan kesehatan melaluil
bedah.

Instalasi Perawatan Intensif
P.3al 25

Instalasi Perawatan Intensif mempunvai
tugas melaksanakan diagnosis, pengoba-
tan, perawatan, rehabilitasi, pencega-
han penyakit dan peningkatan pemulihan
kesehatan melalui perawatan intensif.

Instalasi Radiclogi
Pasal 26

Instalasi Radioclogi wmempunyail tugas
mealakukan pelavanan radiologi. termasuk
diagnosis, perawatan, pengebatan, pen-
cdidikan, pencegahan akibat penvakit dan
peningkatan kesehatan.



Instalasi Farmasi
pasal 27

Instalasi Farmasi mempunyail tugas
melakukan pengadaan, peracikan, penvim-

. banan dan penvaluran obat- —cbatan, gas
medis serta bahan kimia 5 DenVlmoanan
dan penyaluran alat kesehatan habis
pakai.

Instalasi Patologi
Pa=sal 28
Instalasi Patologi wmempunyai tugas
melakukan pemeriksaan dibidang patologi
ntuk kepentingan diagnosis.
Instalasi Gizi
Pasal 29
Instalasi Gizi mempunyai tugas melaku-
kan pengolahan dan penvaluran makanan

serta konsultasi gizi.

Instalasi Pemeliharaan
Sarana Rumah Szkit

ITnstalasi Pemziiharaan Sarana Rumah
Sakit mempunyal tugas melaksanakan
pemaliharaan bangunan, =2lektromedik



radinlogi, instzlasi air minum, lis-
trik, pembuangan sampah, cairan bu-
angan, alat angkut serta penvediazan air
minum, alr panas, gas teknis, zat lemas
dan catu daya listrik serta jasa tek-
nik, pengelolaan sanitasi rumah sakit
dan pengamanan -~ fasilitas kesehatan
rumah sakit serta pelaksanaan rancang
bangun, sarana, prasarana dan perala-
tan kesehatan.

Instalasi Perawatan Jenazah

Pasal 21
e,
Iinstalasi Perawatan Jenazah mempunvai
tugas menyiapkan dan pemeliharaan kamar
jenazah, penerimaan, pemandian, acara
keagamaan, panguburan dan pengawetan
jenazah serta pesnyediaan kereta jena-—

zah.
Instalasi Rehabilitasi Medis
Pasal 32
Instalasi Rehabilitasi Medis mempunvai
tugas melakukan pemulihan kesehatan

berdasarkan rujukan dari Instalasi Ra-
wat Jalan maupun Instalasi Rawat Tnap.
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Instalasi Bedah Xhusus

Pasal 33

Instalasi Bedah Khusus mempunvail tugas
melaksanakan tindakan bedah emergency
dan seluruh tindakan bedah "di luar
bedah sentral. :

M

S

A\

Baragraf 7
Komite Medis
Pasal 34

Komite Medis adalah kelompok .tenaga

medis yang keanggotaannva dipilih
- - ¥ -

dari anggota staf medis fungsional.

Komite Medis berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur.

Komite Medis mempunyai tugas memban-—
tu Direktur dalam menyusun standar
pelayanan medis dan membantu pelak-—
sanaannya, serta melaksanakan pembi-

3

naan etika profesi, mengatur kewe-
nangan profesi anggota Staf Medis
Fungsiocnal =sarta mengembangkan
program pelavanan, pendidikan dan
pelatinan serta penelitian dan
Ko n dangan Ke-
o Daarah atas
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am melaksanakan tuoaq Komite Ma-—
N

dapat dibantu ieh panitia-
panitia vang anggotanva terdiri dari
Staf Medis Fungsional dan tena a2ga
profesi lainnva secara ex—officio.
Panitia adalah kelompok kerja khusus
di dalam Komite Madis vang dibentuk
untulk mengatasi masalah khusus.

Pembaentukan Panitia ditetepkan oleh
Cirektur

Parégraf 8
Staf Medis Fungsional
Basal 35

Stat Medis Fungsional adalah kelom-
pok dckter vang bekerja pada Insta-—
lasi dalam jabatan fungsional.

Sta? Medis Fungsional mempunvai
tugas melaksanakan diagnosis, pengo-
batan, pencegahan akibat penvakit,
pznlnckatan dan pemulihan kesehatan,
penyuluhan kesehatan, pendidikan dan
pelatihan, penelitian dan pengem-
bangan.
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Dalam melaksanakan tugas Staf Medis
Fungsional dikelompokan sesuai de-
ngan keahliannva.

Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua
vang dipilih oleh anggota kelompok-—
nya.

Masa bakti Ketua Kelompok ditetapkan
oleh Direktur sesuai ketentuan vang
berlaku.

Ketua Kelompok diangkat oleh Direk-

tur sesuai ketentuan vang berlaku.

Paragraf <9

- Paramedis Fungsional

dan Tenaga Non Medis
Pasal 36

Paramedis fungsional adalah para-—
medis perawatan dan non- perawatan
vang bertugas pada TInstalasi dalam
Jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugasnva nara-
medis fungsional berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepnada
Kepala Instalasi.

Penempatan parzmedis DeErawaba
dilaksanakan noleh Direktur atas

usulan Kenpala Seksi terkait.

W



{4) Penampatan paramedi non—-perawatan
dilakqanakan ]e! Di ektur atas
usulan Kepala Sub Bagian Kessak-
retariatan dan Rekam Medis atau
Seksi terkalt.

Pasal 37

.

St

(2)

P

5oy

Vot

A

Tenaga Non—medis adalah tenaga vang
bertugas di bidang pelavanan khusus
dan tidak berkaitan langsung dengan
pelavanan terhadap pasien.

Dalam melaksanakan tugzsnya tenaga
non—medis yang bekerja pada instala-—
si bertanggung Jawab kepada Kepala
Instalasi.

Fensmpatan Tenaga Non—medis dilaksa-
nakan cleh Direktur atas usul Kepala
Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam
Medis.

Paragraf 10
Satuan Pengaﬁasan»Intern
Pasal 38
Satuan Pengawasan Intern adalah
Kelompok Fungsional yvang bertugas

melaksanakan pengawasan terhadap
pengelolaan sunberdava RSUG.



(2) Satuan Pengawasan Intern ditetapkan
oleh Diraktur untuk masa kerja 3
(tiga) tahumn.

Paragraf 11
Dewan Penvantun
Pasal 39

(1) Dewan Penvantun adalzah kelompak
pengarah/ penasehat wang -keanggo—
tanrva terdiri dari unsur Pemerintah
Daerah, wunsur Pemerintah Pusat di-
Daerah dan tokoh masvarakat.

(2) Dewan Penvantun ditetapkan aleh

Bupati Kepala Daerah untuk maca
kerja 3 {tiga) tahun.

(3) Dewan Penvantun mengarahkan Direktur
calam melaksanakan misi RSUD dengan
mamperhatikan kebijaksanaan vang. di-
tatapkan olah Manteri Kesehatan dan
Menteri Dalam tegeri.

!

atantuan vang
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Pasal 40

Hal-hal yéng menjadi tugas RSUD
merupakan suatu kesatuan vang satu
sama lain tidak dapat dipisahkan.

Dzalam melaksanakan tugasnya sstiap

impinan Satuan Grganisasi di 1ling-
kungan RSUD wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplifikasi.

Setiap pimpinan satuan arganisasi
dalam lingkungan RSUD bertanggung
Jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing, membimbing
serta memberi petunjuk pelaksanaan
tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi
dalam lingkungan RSUD wajib mengi-
kuti dan memenuhi petunjuk serta
bertanggung jawab kepada atasannva.



Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 41

(1) Pembinaan teknis fungsional terhadap

7N

)
St

RSUD dilakukan oleh Dinas, me-—
liputi -

a. pelaksanzan pelavanan kesehatan
oleh RSUD:

b. pelaksanaan sistem pelayvanan ke-
sehatan rujukan;

c. penanggulangan bencana penvakit
menular;

d. pengembangan pelavanan kesehatan:

a. pemantauan dan pangendalian dam-—
pak lingkungan RSUD;

-

pembinaan administrasi dan mana-
Jemen RSUD.

Pembinaan bak perasicnal htarh
dap REUD dilakukan Bupati Kepa
Daevrah, m=liputi -

s
1]
o]
o

adminiatrasi kenega-

H

xaetentuan vang
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n dministrasi keuangan
ketentuan vang berlaku.

pembinaan teknis terhadap RSUD
dilakukan oleh Departemen Kesehatan
sacara terkoordinasi dan pelaksa-
naannyz dilakukan melalui atau atas
sepengetahuan Kepala Dinas.

Bagian Ketilga
Pelaporan
Pasal 42

Direktur memberikan laporan tentang
pelaksanaan tugasnva secara teratur,
jelas serta tenat pada waktunvya
kepada Bupati Kepala Daerah.
Pengaturan mengenai jenis* laporan
dan cara penmyampalannya ditetapkan
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi
wajib menyampaikan ‘laporan berkala
tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh
pimpinan satuan organisasi dari
bawahan wajib diolah dan diperguna-
kan sebagai bahan untuk menyusun
laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk—-petunjuk kepada
bawahannya.
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Dalam menvampaikan laporan masing-
masing kepada atasan, tembusan
laporan waljib disampalkan kepadza
satuan organisasi lain vang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

BaR VT
K FPESG S WAT &N
Pagsal 432

Dirsektur adalah seorang dokter vang
diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati Kepala Dasrah ata usul
Yapala Dinas.

sktur bertanggung Jjawab dalam
me f;arqlaokan bahan—bahan panentuan
Jakan Bupati Kepala Daesrah di

i
lang kepsgawaian dan memelihara
ministrasi kepsgawaian.

ektur bartanggung Jawab dalam hal
perencanaan, pengselolaan dan pambi-
naan di bldang kaepagawaian.

Direktur wajib membuat Daftar Peni-
laian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daf-
tar Urut Xepangkatan peagawal bawa-
hannya sesuai dengan peraturan psr-
undang—-undangan vang berlaku.

Direktur wajib memperhatikan pelak-
sanaan kenaikan pangkat dan gaji



pegawail bawahannya sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan vang

berlaku.

(6) Direktur mempersiankan dan menyusun
Daftar Pegawail yang akan di didik
didalam maupun di luar negeri untuk
disampaikan kepada Bupati KXepala
Daerah sesual dengan ketentuan vang

barlaku.

BAB VIT

HAL MEWAKTLT

Pasal 44

(1) apabila Direktur berhalangan dalam
menjalankan tugasnyva, maka Direktur

menunjuk Wakil Direktur.

(2) palam hal Wakil Direktur berhala-
ngan, maka Direktur dapat menunjuk
salah sasorang Kepala Sub Bagian atau
Kepala Seaksi untuk mewakili sesuai
bidang tugasnva.

BaB WITT
KETENTUAN LATN DAN PENUTUP
Pasal 45

Dengar barlakunva Peraturan Dasrah ini,

malka segala paraturan yvang mengatur hal



vang sama dan bertentangan dengan Pe-
raturan Daerah ini dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 46

Hal-hal wang belum cukup diatur dalam
Peraturan Daerah ini, sepanjang menge-
nai teknis pelaksanaannya, akan diatur
kemudian oleh Bupati Kepala Daarah.

Pasal 47

Peraturan Daerah 1ini mulal berlaku
sejak tanggal diundangkan.

- fgar setiap orang dapat mengetahuinyva,
memerintahkan pengundangan Peraturar
Daerah ini dalam lembaran Caeiah Xabu-
paten Daerah Tingkat II Bogor.
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